
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  

NOMOR  7  TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka melindungi hak politik (political 

rights) warga masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai 

calon kepala desa, serta untuk memberikan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa                       

di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan perubahan 

terhadap persyaratan calon kepala desa dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2                  

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah                

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12                     

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965                         

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
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Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6              

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                  

Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pengelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12              

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2021 Nomor 186); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);  

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA. 

 
Pasal I 

Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 22 Peraturan Daerah 
Kabupaten  Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015  tentang Pemilihan 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten  Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8                  
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108) dihapus, 
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah: 
a. Warga Negara Republik Indonesia;  
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;  

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 
pertama atau sederajat;  

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;  

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;  
g. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan 

Desa; 
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h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat                       
5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah 

selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang-ulang; 

j. dihapus; 

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap;  

l. sehat jasmani dan rohani;  
m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama                

3 (tiga) kali masa jabatan; dan  
n. berkelakuan baik. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi Calon Kepala Desa petahana (incumbent) wajib disertai 
laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir 

masa jabatan Kepala Desa. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal  30 Desember  2021 
 

   BUPATI SIDOARJO, 
 

   ttd 
 

AHMAD MUHDLOR 

 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 30 Desember    2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

 ttd 

 

 

ACHMAD ZAINI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI D 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 326-7/2021 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

 

 

I.  UMUM  
 

Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan otonomi Daerah, tugas 

pembantuan, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta 

berisikan materi muatan yang disesuaikan dengan kondisi khusus Daerah atau 

kearifan lokal. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah 

wajib memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangansebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang            

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Dalam perkembangannya, terdapat aspirasi masyarakat terkait dengan 

persyaratan calon Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten  

Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015  tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Sidoarjo Nomor 2              

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015  

tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni terkait dengan persyaratan tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak 

pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar, yang 

dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melanggar 

hak asasi manusia. Selaras dengan hal tersebut, persyaratan tersebut sudah 

dilakukan pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara hingga                            

ke Mahkamah Agung dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam rangka menampung dan mendengarkan aspirasi warga masyarakat 

serta untuk melindungi hak politik (political rights) warga masyarakat dalam 

mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan untuk memberikan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, 

perlu dilakukan perubahan kembali terhadap ketentuan mengenai persyaratan 

calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo   

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan dilakukan dengan cara 

menghapus persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena 

melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan tidak pidana 

terorisme.  
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II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I  

Cukup jelas.  

 

Pasal II  

Cukup jelas.  

 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 112 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR  

 2021 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal2021 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

 
ttd 
 

ACHMAD ZAINI 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR  
 2021 


